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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan
dan pelayanan publik di daerah, pada daerah yang
mengalami kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan
wali kota perlu diangkat penjabat gubernur yang berasal
dari jabatan pimpinan tinggi madya serta penjabat bupati
dan penjabat wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan
tinggi pratama;

bahwa memperhatikan pertimbangan pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, yang
menyatakan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian
Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana
sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga mekanisme
penunjukan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan
penjabat wali kota dapat berlangsung terbuka,
transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan
prinsip-prinsip demokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai pelaksanaan
ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan
Penjabat Wali Kota;



Mengingat

Menetapkan
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1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);

6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENJABAT
GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya
yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur
adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi
madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk
melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena
terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil
gubernur.

Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota yang selanjutnya
disebut Pj Bupati dan Pj Wali Kota adalah ASN yang
menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang
ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan
wewenang bupati dan wali kota karena terdapat
kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali
kota dan wakil wali kota.

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya di sebut
JPT Madya adalah sekelompok jabatan tinggi madya pada
instansi Pemerintah.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya di
sebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi
Pratama pada instansi Pemerintah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Hari adalah hari kerja.



-4 -

BAB II
PERSYARATAN, PENGUSULAN,
PEMBAHASAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali
kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali
Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil
gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau
wakil wali kota definitif.

Bagian Kedua
Persyaratan Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota

Pasal 3

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan

memenuhi persyaratan:

a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;

b. pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang
menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat
atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj
Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan
Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah
bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;

c. penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3
(tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;

d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Pj Gubernur

Paragraf 1
Pengusulan Pj Gubernur

Pasal 4

(1) Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh:
a. Menteri; dan
b. DPRD melalui Ketua DPRD provinsi.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang
memenuhi persyaratan.

(3) DPRD melalui ketua DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3
(tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi
persyaratan kepada Menteri.
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Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri  dapat menerima  masukan  dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Paragraf 2
Pembahasan Pj Gubernur

Pasal 5
Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur sesuai
usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari
jumlah 6 (enam) nama menjadi 3 (tiga) nama dan dapat

melibatkan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian.
Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kementerian Sekretariat Negara;

b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

Sekretariat Kabinet;

Badan Kepegawaian Negara;

Badan Intelijen Negara; dan

kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.
Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj
Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris
Negara  sebagai  bahan  pertimbangan  Presiden
berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.

thd QO

Paragraf 3
Pelantikan Pj Gubernur

Pasal 6
Menteri atas nama Presiden melantik Pj Gubernur.
Dalam hal Pj Gubernur yang diperpanjang masa
jabatannya oleh orang yang sama, Pj Gubernur tidak
dilantik kembali.
Pelantikan Pj Gubernur dilaksanakan di ibu kota negara
atau di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan secara daring dan/atau luring.
Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

ASN yang diangkat menjadi Pj Gubernur, tetap menduduki
JPT Madya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Gubernur
bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

JPT Madya yang pejabatnya diangkat menjadi Pj
Gubernur, jabatannya diisi dengan pelaksana harian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

-6 -

Dalam hal JPT Madya yang diangkat menjadi Pj Gubernur
berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan
penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Masa jabatan Pj Gubernur 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang

sama atau berbeda.

Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikecualikan apabila:

a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan
kinerja Pj Gubernur;

b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;

C memasuki batas usia pensiun;

d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau
mental tidak Dberfungsi secara normal yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang;

e. mengundurkan diri;

f.  tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat
yang berwenang; dan/atau

. meninggal dunia.

Dalam hal masa jabatan Pj Gubernur tidak diperpanjang

atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), pengisian Pj Gubernur pengganti dilakukan

sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri
ini.

Bagian Keempat
Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan
Pj Bupati dan Pj Wali Kota

Paragraf 1
Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota

Pasal 9
Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh:
a. Menteri;
b. gubernur; dan
c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten /kota.
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali
Kota yang memenuhi persyaratan.
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj
Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3
(tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang
memenuhi persyaratan kepada Menteri.
Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri dapat menerima  masukan  dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
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Paragraf 2
Pembahasan Pj Bupati dan Pj Wali Kota

Pasal 10
Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dari
jumlah 9 (sembilan) nama dilakukan pembahasan oleh
Menteri menjadi 3 (tiga) nama calon Pj Bupati dan Pj Wali
Kota dan dapat melibatkan kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian.
Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kementerian Sekretariat Negara;
b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
Sekretariat Kabinet;
Badan Kepegawaian Negara;
Badan Intelijen Negara; dan
kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.
Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj
Bupati dan Pj Wali Kota kepada Presiden melalui Menteri
Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden
berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pengangkatan Pj Bupati dan Pj Wali Kota ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.

th D QO

Paragraf 3
Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali Kota

Pasal 11
Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj
Wali Kota.
Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj Bupati
dan Pj Wali Kota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak
dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melantik Pj Bupati dan
Pj Wali Kota.
Dalam hal Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang diperpanjang
masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Bupati dan Pj
Wali Kota tidak dilantik kembali.

Pasal 12
Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan atau
di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan di ibu kota
negara atau ibu kota provinsi.
Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan secara daring dan/atau luring.
Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 13
ASN yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali Kota,
tetap menduduki JPT Pratama.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Bupati dan Pj Wali Kota
bertanggungjawab kepada Menteri melalui gubernur.
JPT Pratama yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Bupati
dan Pj Wali Kota, jabatannya diisi dengan pelaksana
harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj Bupati
dan Pj Wali Kota berasal dari sekretaris daerah,
jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali Kota 1 (satu) tahun

dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan

orang yang sama atau berbeda.

Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikecualikan apabila:

a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan
kinerja Pj Bupati dan Pj Wali Kota;

b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;

C memasuki batas usia pensiun;

d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau
mental tidak Dberfungsi secara normal yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang;

e. mengundurkan diri;

tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat

yang berwenang; dan/atau

g. meninggal dunia.

Dalam hal masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali Kota tidak

diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Bupati dan Pj Wali

Kota pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur

dalam Peraturan Menteri ini.

=

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN, SERTA

HAK KEUANGAN DAN HAK PROTOKOLER

Pasal 15

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas,
kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan
tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur,
Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang:
a. melakukan mutasi ASN;
b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan

pejabat  sebelumnya dan/atau  mengeluarkan
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perijinan  yang  bertentangan dengan = yang
dikeluarkan pejabat sebelumnya;

c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang
bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
dan

d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan
program pembangunan pejabat sebelumnya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj
Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki hak
keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala
daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16
Dalam hal Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15, Menteri
memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang
dilaksanakan oleh Pj Gubernur dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan
oleh Pj Bupati dan Pj Wali Kota.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan
oleh Pj Bupati dan Pj Wali Kota.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Pj Bupati dan Pj Wali Kota menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Gubernur
paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Pj Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Menteri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan Menteri kepada Presiden.
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(4) Dalam hal masa jabatan sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati,
dan Pj Wali Kota kurang dari 3 (tiga) bulan, laporan
pertanggungjawaban disampaikan pada masa akhir
menjabat.

Pasal 19

(1) Menteri melakukan evaluasi kinerja Pj Gubernur
berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan
pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Pj
Gubernur.

(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat langsung menugaskan
Inspektorat Jenderal bersama dengan unit kerja di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri terkait untuk
melakukan evaluasi berdasarkan hasil pembinaan,
pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban terhadap
kinerja Pj Gubernur.

(3) Hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 20
Menteri melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali Kota
berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pj Bupati dan Pj
Wali Kota.

Pasal 21
Dalam hal tertentu, Menteri dapat langsung menugaskan
Inspektorat Jenderal bersama dengan unit kerja di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri terkait untuk melakukan evaluasi
berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan
pertanggungjawaban terhadap kinerja Pj Bupati dan Pj Wali Kota.

Pasal 22

Evaluasi kinerja terhadap Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali

Kota digunakan sebagai:

a. bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota; dan

b. bahan penilaian kinerja Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj
Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi
Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,
Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, sepanjang tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 310

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd
R. Gani Muhamad, SH, MAP

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1001




